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Bermula dari tidak sedikitnya berita terkait konsumen yang
merasa rugi karena penggunaan jasa Kklinik kecantikan,
khususnya terkait dengan penggunaan obat atau treatment yang
salah dan kemudian menyebabkan konsumen mengalami
kerugian pada kulit wajah. Kegiatan pengabdian kepada
Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terhadap
konsumen di klinik kecantikan Holyskin dengan tujuan agar
peserta dapat memahami hak dan kewajibannya selaku
konsumen dan pelaku usaha. Metode yang dilakukan dalam
bentuk sosialisasi penyuluhan hukum dengan peserta yang
merupakan konsumen dan pelaku usaha Klinik kecantikan.
Penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan
informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini
konsumen dan pelaku usaha klinik kecantikan.
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Starting from not a few news related to consumers who feel at a
loss because of the use of beauty clinic services, especially
related to the use of drugs or wrong treatment which then causes
consumers to suffer losses on facial skin. Community service
activities in the form of legal counseling for consumers at the
Holyskin beauty clinic with the aim that participants can
understand their rights and obligations as consumers and
business actors. The method used is in the form of legal
counseling socialization with participants who are consumers and
beauty clinic business actors. Legal counseling is an activity of
disseminating information and understanding of legal norms and
applicable laws and regulations in order to realize and develop
public legal awareness, in this case consumers and beauty clinic
business actors.

1. Pendahuluan

Fenomena yang berkembang sekarang memandang bahwa masalah kecantikan adalah satu
kebutuhan pokok yang pada saat tertentu harus dipenuhi baik oleh kaum wanita maupun pria.
Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya sifat manusia yang mudah meniru kelompok referensi,
yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang (bukan anggota kelompok) untuk membentuk
kepribadiannya dan perilakunya. (Swastha & Handoko, 1997) Setiap wanita menginginkan kulit sehat
dan bersih, tidak kurang di antaranya berusaha mendapatkan keinginan tersebut dengan cara
memakai suatu produk atau jasa kecantikan yang diperjualbelikan oleh salah satu jasa klinik
kecantikan. Konsumen khususnya wanita percaya apabila ia mengkonsumsi produk kosmetik yang
disediakan oleh salah satu jasa klinik kecantikan dapat mempercepat ia mendapatkan kulit cantik
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seperti yang ia inginkan. (Rahmah, 2019) Keinginan manusia terutama wanita untuk selalu tampil
cantik, sempurna dalam segala hal merupakan kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh sekelompok
pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memperdangankan barang dan/atau jasanya.
(Dominika & Hasyim, 2019)

Pada keadaan dan situasi apapun, setiap orang pasti akan menjadi konsumen suatu produk
ataupun jasa dalam hal tertentu. Salah satunya adalah konsumen pada klinik kecantikan. Berdasarkan
laporan statisa, pendapatan di pasar kecantikan & perawatan diri mencapai US$ 7,23 miliar atau Rp.
111,83 triliun (1 dollar= Rp. 15.467) pada tahun 2022. Pasar kecantikan diperkirakan akan tumbuh
setiap tahun sebesar 5,81%. Adapun secara rinci, segmen terbesar pasar adalah segmen perawatan
diri dengan volume pasar sebesar US$ 3,18 miliar pada tahun 2022. Diikuti skincare sebesar US$
2,05 miliar, kosmetik US$ 1,61 miliar, dan wewangian US$ 39 juta. (Mutia, 2022)

Di Balikpapan, terdapat beberapa klinik kecantikan seperti Holyskin, Miracle Aesthetic Clinik,
Gloskin Aesthetic Clinic, Natasha Skin Clinik, Niar Klinik Kecantikan, Zap Clinic, Alula Aesthetic, dan
terdapat klinik kecantikan yang dibuka dan ditangani langsung oleh dokter spesialis kulit/dermatologi.
Namun, pada faktanya perawatan kesehatan pada klinik kecantikan memiliki beberapa resiko, yaitu
konsumen yang tidak cocok dengan beberapa produk kecantikan yang diberikan oleh dokter, alergi
dalam menggunakan produk dan ketergantungan, sehingga apabila terjadi ketidakcocokan setelah
pemakaian, konsumen merasa dirugikan, dan mereka beranggapan bahwa dokter tersebut tidak
sesuai dalam memberikan resep, salah diagnosa, dan anggapan-anggapan negatif lainnya. Hal ini
tentu saja dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen baik secara materiil maupun psikis.
(Ussakinah, 2017)

Apabila penggunaan produk yang diberikan dan yang disarankan oleh dokter kecantikan
tersebut menimbulkan efek samping yang merugikan, maka konsumen memerlukan perlindungan
hukum untuk dapat melindungi hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan
oleh pemerintah untuk melindungi konsumen, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian diatur juga pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 9
Tahun 2014 tentang Klinik.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur
mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen seperti ha katas kenyamanan, keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, selain itu dalam Pasal 4 huruf ¢ juga diatur
bahwa konsumen memiliki ha katas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pada prinsipnya, treatment yang dillakukan oleh klinik kecantikan harus melalui tahap-tahap
konsultasi kepada dokter praktek yang bekerja pada klinik kecantikan, untuk kemudian dilakukan
pengamatan dan diagnosa jenis kulit dan treatment yang aman bagi konsumen. Di media massa
misalnya, tidak sedikit berita terkait konsumen yang merasa rugi karena penggunaan jasa klinik
kecantikan, khususnya terkait dengan penggunaan obat atau treatment yang salah dan kemudian
menyebabkan konsumen mengalami kerugian pada kulit wajah. Pada hakikatnya konsumen harus

Page | 578




Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

DEDIKASI PKM P-ISSN 2716-3652 E-ISSN 2723-1003

Vol. 4, No. 3, Bulan, 2023, pp. 577 - 584

mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk
menggunakan haknya sebagai konsumen yang dirugikan oleh penyedia jasa klinik kecantikan,
sehingga pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen. (Gandhi, 2021)

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis berencana akan melakukan
pengabdian kepada Masyarakat dengan judul pengabdian “Perlindungan Hukum Konsumen Klinik
Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan” tujuan dari penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi
hukum ini diharapkan peserta dapat memahami tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen
klinik kecantikan holyskin di Kota Balikpapan.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan selama 1 hari dan diikuti sebanyak 17 peserta yang
terdiri dari mahasiswa dan karyawan klinik kecantikan Holyskin. Metode pendekatan kepada
Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan
community development, persuasif, edukatif, partisipatif, dan normatif. Program pengabdian ini di
mulai dengan penggalian informasi dan permasalahan kepada mitra pengabdian dalam hal ini klinik
kecantikan holyskin.

Selanjutnya, secara rinci dapat diketahui rencana program yang akan dilakukan oleh pengabdi
dalam program ini, yaitu:

Identifikasi dan inventarisasi permasalahan pada klinik kecantikan holyskin;
Mempersiapkan materi/bahan penyuluhan berupa cerama dan diskusi;

Melakukan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen klinik kecantikan holyskin;
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengabdian, mulai dari penyuluhan
hingga pembuatan laporan pengabdian.

o0 o ®

3. Hasil dan Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen telah diberlakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya
tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan
konsumen. (Izza & Zavira, 2020) Nasution dalam bukunya yang berjudul “Suatu Pengantar Hukum
Perlindungan Konsumen” memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan tentang konsumen,
yaitu konsumen merupakan setiap orang yang mendapatkan barang maupun jasa yang digunakan
untuk suatu hal tertentu. Dalam hal ini, konsumen akhir setiap orang yang memperoleh serta memakai
atau mempergunakan barang maupun jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, keluarga
dan/atau kebutuhan rumah tangga dan sama sekali tidak ada unsur diperdagangkan kembali.
(Nasution, 2010)

Apabila dilihat dari penjelasan tersebut di atas, maka salah satu hal penting dari unsur dalam
negara hukum adalah terdapat perlindungan hukum. Hal tersebut di karenakan dalam membentuk
suatu negara, dibentuk pula pengaturan-pengaturan yang mengatur hukum di setiap warga negara
tersebut. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan Kumpulan dari
peraturan/kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal-hal lainnya. Apabila dikaitkan dengan
konsumen maka hukum akan memberikan perlindungan terhadap hak pelanggaran dari suatu hal
yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersebut. (Hadjon, 2011).

Page | 579




Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

DEDIKASI PKM P-ISSN 2716-3652 E-ISSN 2723-1003

Vol. 4, No. 3, Bulan, 2023, pp. 577 - 584

Selanjutnya, guna menjamin dan melindungi kepentingan konsumen termasuk konsumen
kosmetik atas jasa atau produk yang dibeli, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen tidak hanya
terdapat pengaturan untuk melindungi kepentingan konsumen, namun juga untuk melindungi
kepentingan pelaku usaha. Dinamakannya UU Perlindungan Konsumen karena peran pelaku usaha
terkesan lebih dominan dibandingkan dengan konsumen di dalam perekonomian nasional. ((Izza &
Zavira, 2020).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di maksudkan menjadi landasan hukum yang kuat
bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat untum melakukan upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini
penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip
ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal
seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung
maupun tidak langsung. (Nawi, 2018)

Janus Sidabalok berpendapat bahwa 4 (empat) alasan pokok kenapa konsumen perlu dilindungi,
yaitu: (Sidabalok, 2010)

a. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana

diamanatkan oleh tujuan Pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945;

b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative
penggunaan teknologi;

c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan
jasmani sebagai pelaku-pelaku Pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga
kesinambungan pembangunan nasional;

d. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana Pembangunan yang bersumber
dari masyarakat konsumen.

Hak konsumen yang harus dilindungi terdapat dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen,

dikaitkan dengan perlindungan konsumen klinik kecantikan maka hak-hak tersebut adalah:

a. Konsumen berhak merasa nyaman, aman serta tidak terancam keselamatannya ketika
menggunakan jasa klinik kecantikan dan mengkonsumsi kosmetik yang dibelinya dari klinik
kecantikan;

b. Konsumen jasa klinik kecantikan berhak memilih dan mendapatkan pelayanan serta
kosmetik yang sesuai dengan harga, kondisi barang, serta jaminan yang dijanjikan;

c. Konsumen klinik jasa kecantikan berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan pelayanannya;

d. Konsumen klinik jasa kecantikan berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa
yang digunakan, pendapat dan keluhan konsumen merupakan masukan bagi klinik
kecantikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari jasa pelayanan yang dijual;

e. Konsumen jasa klinik kecantikan berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut apabila terjadi sengketa
konsumen dengan klinik kecantikan;

f.  Konsumen klinik kecantikan berhak untuk memperoleh pengetahuan maupun keterampilan,
dalam hal ini cara penggunaan produk kecantikan yang baik dan benar, cara menyimpan
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produk, serta pengetahuan lainnya mengenai produk kecantikan agar terhindar dari kerugian
akibat penggunaan produk kecantikan, sehingga bimbingan pendidikan dari klinik kecantikan
sangat penting;

g. Konsumen klinik kecantikan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya,
miskin, dan status sosial lainnya;

h. Konsumen klinik kecantikan berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila kosmetik yang diterima tidak sesuai dedngan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

Selain mengatur perlindungan mengenai konsumen Kklinik kecantikan. UU Perlindungan
Konsumen pun mengatur mengenai pelaku usaha. Pengaturan mengenai hak yang dimiliki oleh
pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, adapun kewajiban pelaku usaha
adalah:

a. Beritikad baik;

Memberi informasi;

Melayani dengan cara yang sama;
Memberi jaminan;

Memberi kesempatan mencoba; dan
Memberi kompensasi

Salah satu kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah beritikad
baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam
hukum perjanjian. Itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Burgerliejk Wetboek (BW) yang
berbunyi bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik yang dapat diartikan bahwa kewajiban
pelaku usaha untuk beritikad baik di mulai sejak barang di produksi hingga pada tahap penjualan. Hal
ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang
diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha. (Miru & Yodo, 2007)

R N

———

Gambar 1. Penyampaian materi oleh Kana Kurnia, S.H., M.H. kepada peserta penyuluhan
perlindungan hukum konsumen klinik kecantikan holyskin di Kota Balikpapan
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Kemudian menurut Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen tentang kewajiban kedua
pelaku usaha, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, hal
tersebut merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha di karenakan informasi merupakan hak
konsumen dan ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha akan sangat merugikan
konsumen. (Kristiyani, 2014) Apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen klinik kecantikan,
maka keterangan yang tercantum haruslah keterangan yang memberikan informasi yang benar dan
jelas. Keterangan tersebut bisa berisi tentang komposisi bahan, anjuran pemakaian, efek samping,
tanggal kadaluarsa serta informasi penting lain yang wajib diketahui oleh konsumen pada produk
kosmetik tersebut. Apabila tidak terdapat kekurangan pada produk, maka pelaku usaha berkewajiban
untuk memberitahukan informasi tersebut kepada konsumen secara lisan. (Izza & Zavira, 2020)

Kemudian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak
sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal
tersebut bermakna bahwa pelaku usaha wajib memberi pelayanan kepada konsumen secara benar
dan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, klinik selaku
pelaku usaha harus bertanggungg jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam
menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Serta dapat dituntut juga secara hukum atas setiap
kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu.

Gambar 2. Foto bersama klinik kecantikan holyskin dan peserta penyuluhan hukum

Adapun apabila sudah terjadi sengketa antara konsumen dengan klinik selaku pelaku usaha
maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa
konsumen dapat melalui pengadilan, dengan tuntutan seketika, dan melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK). (Sidabalok, 2010) Penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika
wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak, sedangkan 2 (dua) cara
lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal.
(Sidabalok, 2010) Selain itu, penyelesaian perselisihan terhadap sengketa yang dihadapi masyarakat
termasuk dalam hal sengketa konsumen, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan)
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dan jalur non-litigasi (tidak melalui pengadilan), menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015, konsumen kini memiliki beberapa alternatif dalam penyelesaian sengketanya. Penyelesaian
gugatan tersebut menjadikan angin segar dalam alternatif penyelesaian sengketa yang biasanya
hanya bisa diselesaikan dalam ranah litigasi. Untuk itu, muncullah lembaga non-litigasi misal melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun lembaga/forum lain yang dapat
menyelesaikan sengketa tersebut. (Setiantoro et al., 2018)

Negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan
pihak lain. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan
oleh pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang
dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi merupakan penyelesaian kompromi yang tidak
mengikat secara hukum. Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa.
(Ussakinah, 2017)

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung gugat pelaku usaha. Jika
melihat ketentuan substansi dari Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dapat diketahui
bahwa tanggung gugat pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung gugat ganti kerugian atas kerusakan;

2. Tanggung gugat ganti kerugian atas pencemaran;

3. Tanggung gugat ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Hal itu mengandung arti bahwa pelaku usaha bertanggung gugat atas segala kerugian yang
dialami konsumen dan produsen sebagai pelaku usaha dapat memberikan ganti kerugian berupa
pengembalian uang, penggantian barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan yang
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Kewajiban memberikan ganti rugi tersebut merupakan kewajiban mutlak bagi pelaku usaha yang
harus dipenuhi, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen, maka
ketentuan pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha tidak akan berlaku apabila pelaku usaha dapat
membuktikan kesalahan yang timbul merupakan kesalahan konsumen, Adapun kemudian menurut
Pasal 13 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi, pemeriksaan dokter yang diadukan oleh pasien
atau konsumen dilakukan dalam bentuk sidang Majelis Pemeriksa Disiplin. Apabila dokter yang
diadukan terbukti bersalah maka dokter tersebut akan diberi sanksi disiplin berupa pemberian
peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik serta
kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. (Apriani, 2019).

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum konsumen klinik kecanikan
holyskin di Kota Balikpapan di dapai kesimpulan bahwa konsumen yang mengalami kerugian dan
produk kosmetik dan praktik klinik kecantikan yang tidak benar diwujudkan dengan adanya pemberian
hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dan hak atas penyelesaian hukum yang patut
baik melalui BPSK maupun melalui peradilan umum apabila pelaku usaha tidak bersedia untuk
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memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Adapun saran dari penulis adalah pelaku usaha dalam hal ini klinik kecantikan holyskin bisa
memastikan bahwa semua informasi mengenai layanan, produk, harga dan potensi risiko serta efek
samping dijelaskan secara transparan kepada konsumen sebelum mereka memutuskan untuk
menggunakan layanan klinik, selain itu sediakan juga brosur atau panduan yang detail tentang
prosedur-prosedur yang ditawarkan oleh klinik, termasuk tahapannya, efek samping yang mungkin
terjadi dan perawatan lanjutan yang dibutuhkan.
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